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KATA PENGANTAR

Puji dan syukur senantiasa dipanjatkan ke hadirat Allah SWT atas limpahan
karunia, hidayah dan inayah-Nya, karena atas ridlo-Nya penyusunan LKJiP tahun 2019 oleh
Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Mojokerto telah dapat dilaksanakan dan diselesaikan

sesuai dengan yang direncanakan.

Sejalan dengan pelaksanaan reformasi birokrasi, khususnya berkenaan dengan
amanat Undang Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang
mengamanatkan penerapan secara penuh penganggaran berbasis kinerja dan peraturan
Presiden Nomor Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah, maka penyusunan laporan kinerja menjadi sangat penting artinya dalam melihat

kinerja suatu instansi.

Laporan Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Mojckerto menyajikan
secara rincl langkah-langkah yang telah dilakukan selama satu tahun yaitu tahun 2018.
Sesuai dengan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika dengan Indikator Kinerja. Sebagai
tolak ukur capaian kinerja dan realisasinya selama satu tahun. Melalui LK|IP, Dinas
Komunikasi dan Informatika Kota Mojokerto berusaha menjalankan prinsip transparansi dan
akuntabilitas yang merupakan pilar penting dalam pelaksanaan tata kelola pemerintahan

yang bersih.

Dengan demikian kritik, saran dan masukan yang berharga, demi kesempurnaan
tulisan di masa yang akan datang sangat kami harapkan. Akhir kata, semoga apa yang telah

kami laksanakan ini dapat memberikan manfaat yang sebesar-besamya bagi kita semua.
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BAB |
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, pada rancangan undang-undang atau peraturan
daerah tentang Laporan Keuangan pemerintah pusat/daerah disertakan atau dilampirkan
informasi tambahan mengenai Kinerja instansi pemerintah, yakni prestasi yang berhasil dicapai
oleh Pengguna Anggaran sehubungan dengan anggaran yang telah digunakan.
Pengungkapan informasi tentang Kinerja ini adalah relevan dengan perubahan paradigma
penganggaran pemerintah yang ditetapkan dengan mengidentifikasikan secara jelas keluaran
(outputs) dari setiap kegiatan dan hasil (outcomes) dari setiap program. Untuk keperluan
tersebut, perlu disusun suatu sistem akuntabilitas Kinerja instansi pemerintah yang terintegrasi
dengan sistem perencanaan strategis, sistem penganggaran, dan Sistem Akuntansi

Pemerintahan, sehingga dapat dihasilkan suatu Laporan Keuangan dan Kinerja yang terpadu.

Penyelenggaraan pemerintahan yang berpedoman pada salah satu Asas Umum
Penyelenggaraan Negara menuntut adanya akuntabilitas kinerja pemerintahan berupa
pertanggungjawaban pelaksanaan kewenangan pemerintahan dalam  mewujudkan

kesejahteraan masyarakat yang adil dan merata, tercermin dalam Rencana Strategis.

Pelaksanaan pemerintahan yang berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung
jawab, dimana Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah merupakan perwujudan kewajiban
suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan
pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan

melalui alat pertanggungjawaban secara periodik.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
mengamanatkan bahwa Pemerintah Daerah berkewajiban menyusun Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah, yang menggambarkan tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan sebagai
penjabaran dari visi,misi,dan strategi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan
kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan Kkebijakan yang
ditetapkan. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota harus disampaikan kepada gubernur,
menteri perencanaan Pembangunan Nasional/kepala Bapenas, Menteri Pendayagunaan
aparatur negara dan Reformasi Birokrasi serta Menteri Dalam Negeri paling lambat 3 (tiga)

bulan setelah tahun anggaran berakhir.



Pelaksanaan penyusunan Laporan Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota
Mojokerto Tahun 2019 didasarkan pada :

1) TAP MPR No. XI/MPR/1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan
Bebas dari Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme

2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang
Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

5) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan

Nasional;

6) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara
Pusat 3dan Daerah ;

7) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,
8) Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;

9) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem
Informasi Keuangan Daerah;

10) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerabh;

11) Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan Dan

Kinerja Instansi Pemerintah;

12) Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah

13) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor
53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan dan tata cara
reviu atas Laporan Kinerja.

14) Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 8 tahun 2016 tentang Organisasi
Perangkat Daerah.

15) Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 113 Tahun 2017 perubahan atas Peraturan
Walikota Nomor 73 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian
Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan inforomatika Kota
Mojokerto.



B. STRUKTUR ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 113 tahun 2017 perubahan atas
Peraturan Walikota Nomor 73 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian
tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Mojokerto
mempunyai tugas pokok yaitu melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan di
bidang Komunikasi dan Informatika, urusan pemerintahan bidang persandian dan
urusan pemerintahan bidang statistik. Dan untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana

dimaksud dinas komunikasi dan informatika Kota Mojokerto mempunyai fungsi :

Pengelolaan informasi dan komunikasi publik Pemerintah kota ;
Pengelolaan nama domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah ;
Pusat dan sub domain di lingkup Pemerintah Kota ;

Pengelolaan e-government di lingkup Pemerintah Kota ;

Penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi Pemerintah Kota;
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Penetapan pola hubungan komunikasi sandi antar Perangkat Daerah

Penyelenggaraan statistik sektoral;
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Memberikan rekomendasi perizinan di bidang komunikasi dan

informatika pelaksanaan SPP dan SOP;

i. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, dan
j. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas

dan fungsinya.

Susunan Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Mojokerto terdiri dari :
a. Kepala;
b. Sekretariat yang terdiri atas :
1) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan ;
2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
c. Bidang Pelayanan Informasi dan Komunikasi (PIK) yang terdiri atas :
1) Seksi Diseminasi Informasi Publik ;
2) Seksi Pengaduan dan Pemberdayaan Masyarakat
d. Bidang Aplikasi dan Infrastruktur Informatika (APIKA) yang terdiri atas :
1) Seksi Aplikasi ;
2) Seksi Infrastruktur Informatika;
e. Kepala Bidang Persandian dan Data Statistik terdiri dari :
1) Seksi Persandian
2) Seksi Data Statistik;

f.  Kelompok Jabatan Fungsional

*) Struktur Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Mojokerto ada di lampiran 2



C. ASPEK STRATEGIS dan PERMASALAHAN UTAMA KOTA MOJOKERTO

Undang — Undang (UU) Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah
Daerah membawa berbagai implikasi bagi penyelenggaraan pemerintah daerah, antara lain
yang terkait dengan pembentukan perangkat daerah. Ketentuan lebih lanjut tentang perangkat
daerah ini dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah. Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (1) dalam PP tersebut,
Pemerintah Kota Mojokerto telah menetapkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 8 Tahun 2016
tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Mojokerto.

Sebelumnya, aturan tentang perangkat daerah (dinas) termaktub dalam Perda Kota
Mojokerto Nomor 6 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Mojokerto
Nomor 4 Tahun 2008 Tentang Organisasi Dinas-Dinas Kota Mojokerto. Ketentuan pada pasal
2 Perda ini menyebutkan tentang dinas — dinas di Kota Mojokerto, yang salah satunya adalah
Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo). Dengan adanya Perda
Nomor 8 Tahun 2016 maka dibentuklah perangkat daerah baru yang salah satunya adalah
pemisahan Dishubkominfo menjadi dua dinas, yakni Dinas Perhubungan dan Dinas
Komunikasi dan Informatika.

Sebagai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah
Daerah, maka pemerintah berupaya melakukan perubahan paradigma dan pendekatan
perencanaan pembangunan yang lebih efektif, efisien dan bersasaran. Perubahan yang
dilakukan diantaranya menyangkut kewajiban perangkat daerah dalam menyiapkan rencana
kerja sebagai acuan penyelenggaraan pembangunan oleh perangkat daerah sesuai dengan
tugas dan fungsinya, baik untuk jangka waktu lima tahunan maupun tahunan.

Di dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 151 ayat 1 bahwa “Satuan
Kerja Perangkat Daerah menyusun rencana strategis yang selanjutnya disebut Renstra SKPD
memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai
dengan tugas dan fungsinya, berpedoman pada RPJM Daerah dan bersifat indikatif’. Selain
itu, diuraikan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Pasal 1 ayat 7, bahwa “Renstra
SKPD sebagai dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima)
tahunan)”.

Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Mojokerto merupakan unsur pelaksana
Pemerintah Kota Mojokerto yang mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan
kewenangan desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan di bidang komunikasi,
Informatika dan data statistik. Untuk itu, sebagai salah satu perangkat daerah, Dinas
Komunikasi dan Informatika Kota Mojokerto wajib menyiapkan Rencana Strategis sebagai
acuan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang menjadi tugas pokok
dan fungsinya dalam jangka waktu lima tahunan.

Berdasarkan pengamatan terhadap Renstra Dinas Kominfo Provinsi Jawa Timur dan
Renstra Kementerian Kominfo, maka dijumpai tantangan dan peluang bagi pengembangan

pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Mojokerto, diantaranya:



a) Tantangan

1. Globalisasi informasi yang berdampak pada keterbukaan informasi publik

Kesenjangan informasi di masyarakat

Ketersediaan infrastruktur TIK yang belum merata

4. Terbatasnya pemahaman aparatur dan masyarakat tentang TIK

b) Peluang
1.

2.

Perkembangan teknolologi komunikasi yang berpengaruh pada spektrum frekuensi

Semakin marak dan masifnya peredaran berita palsu melalui media online maupun
media sosial

Pengamanan data dan informasi di lingkungan pemerintah Kota Mojokerto

Belum terintegrasinya database dan layanan e-government instansi pemerintah
pusat dan daerah.

Kepedulian pemegang kebijakan/pimpinan terhadap bidang Kominfo
Tersedianya media informasi dan komunikasi untuk didayagunakan
Kebutuhan peningkatan kualitas pelayanan publik

Kebutuhan pengembangan muatan e-government

Kesadaran masyarakat akan pentingnya informasi

Kebutuhan pengembangan TIK dalam penyelenggaraan pemerintah

Tersedianya perundangan yang mendasari regulasi bidang komunikasi dan
informatika

Pesatnya perkembangan teknologi komunikasi di wilayah Kota Mojokerto



BAB Il
PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

Berdasarkan Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 10 Tahun 2018 tentang Perubahan
Atas Peraturan Daerah Mojokerto Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah Kota Mojokerto Tahun 2018-2023 :

"TERWUJUDNYA KOTA MOJOKERTO YANG BERDAYA SAING,
MANDIRI, DEMOKRATIS, ADLI, MAKMUR SEJAHTERA DAN
BERMARTABAT"

Dan Berdasarkan visi yang telah ditetapkan tersebut di atas, untuk mewujudkan arah
pandang Pemerintah Kota Mojokerto telah menetapkan misi yang akan diemban atau

dilaksanakan dalam jangka waktu menengah yaitu sebagai berikut :

1. Mewujudkan SDM berkualitas melalui peningkatan akses dan kualitas
pendidikan dan pelayanan kesehatan;

2. Mewujudkan ketertiban,supremasi hukum dan HAM,;

3. Mewujudkan pemerintah daerah yang efektif, demokratis, bersih, professional
dan adil dalam melayani masyarakat;

4. Mewujudkan ekonomi daerah yang mandiri, berdaya saing, berkeadilan dan
berbasis pada ekonomi kerakyatan melalui peningkatan fasilitas pembangunan
infrastruktur daerah;

5. Mewujudkan ketahanan social budaya dalam kerangka integrasi nasional, pada
tatanan masyarakat yang bermartabat, berakhlak mulia, beretika, dan berbudaya
luhur berlandaskan pancasila;

6. Mewujudkan partisipasi masyarakat melalui pemberian akses dan kesempatan
dala pembangunan;

7. Mewujudkan anggaran pendapatan dan belanja yang lebih

mengutamakan kesejahteraan masyarakat.

Tujuh butir misi diatas didasarkan kepada kebutuhan pembangunan yang telah di
temakan dalam bentuk Visi pembangunan daerah. Jika dirumpunkan, maka perumpunan

fokus pembangunan pada misi Kota Mojokerto adalah sebagai berikut:
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MISI. 1 Mewujudkan SDM berkualitas melalui peningkatan akses dan kualitas

pendidikan dan pelayanan kesehatan

Misi ini menekankan pada pelayanan pendidikan yang murah dan berkualitas.
Pelayanan tersebut kami yakini mampu meningkatkan akses sekaligus kualitas
pendidikan dan kesehatan sehingga secara langsung mampu memberikan
pengaruh positif terhadap peningkatan SDM yang berkualitas. Pada aspek fisik
seperti sarana dan prasarana pendidikan dan kesehatan berkualitas juga menjadi
perhatian. Selain itu, penguatan terhadap kualitas tenaga pengajar dan tenaga

paramedic juga menjadi fokus yang diperhatikan pada misi ini.

MISI. 2 Mewujudkan ketertiban,supremasi hukum dan HAM

Misi ini merepresentasikan upaya dalam penegakan hukum secara adil,
konsekuen dan tidak diskriminatif. Disamping itu, keamanan dan ketertiban
menjadi perhatian khusus pula. Diharapkan, dengan dilaksanakannya misi ini,
kesadaran hukum menjadi terbina serta terciptanya situasi aman, tertib dan

terkendali.

MISI. 3 Mewujudkan pemerintah daerah yang efektif, demokratis, bersih, professional

dan adil dalam melayani masyarakat

Pelayanan public yang efektif, optimal dan berkualitas diwujudkan melalui
pendekatan computer-based system sehingga pelayanan menjadi lebih akurat dan
lebih cepat. Oleh karena itu, reformasi birokrasi yang tidak hanya pada level
kelembagaan, namun juga sampai kelevel system menjadi keniscayaan dalam
perwujudan misi ini. Dengan demikian, diharapkan profesionalitas aparatur,
pelayanan prima, transparansi dan perlibatan peran serta masyarakat dapat

terwujud melalui misi ini.

MISI. 4 Mewujudkan ekonomi daerah yang mandiri, berdaya saing, berkeadilan dan

berbasis pada ekonomi Kkerakyatan melalui peningkatan fasilitas
pembangunan infrastruktur daerah

Pada Misi ini, pemerataan pertumbuhan ekonomi menjadi tekanan utama.
Sehingga kesenjangan ekonomi menjadi isu utama yang ingin di selesaikan pada
misi ini. Adapun upaya pemerataan tersebut dilakukan dengan memperhatikan
potensi daerah seperti layanan barang dan jasa seagai wilayah perkotaan. Untuk
mendukung upaya tersbut maka perlu membangun infrastruktur perekonomian dan
lingkungan sosial yang mantap dalam rangka menciptakn kondusifitas
perkonomian. Melalui upaya ini, diharapkan usaha perdaganan dan lapangan kerja

dapat bertumbuh dengan baik dan optimal.
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MISI. 5 Mewujudkan ketahanan social budaya dalam kerangka integrasi nasional,
pada tatanan masyarakat yang bermartabat, berakhlak mulia, beretika, dan
berbudaya luhur berlandaskan pancasila
Misi ini mengupayakan penguatan modal sosial masyarakat Kota Mojokerto. Hal ini
diwujudkan melalui peningkatan kesalehan sosial demi terjaganya harmoni sosial.
Adapun upaya untuk meningkatkan kesalehan sosial tersebut diwujudkan melalui
pendidikan imtaq dan iptek yang seimbang, mengharmoniskan relasi antar
kelompok dan organisasi kemasyarakat serta memelihara nilai luhur budaya
bangsa yang berlandaskan pada Pancasila dan UUD 1945.

MISI. 6 Mewujudkan partisipasi masyarakat melalui pemberian akses dan

kesempatan dala pembangunan

Partisipasi masyarakat dalam pembangunan sangat dibutuhkan untuk menjamin
terwujudnya pembangunan secara bottom-up sehingga pembangunan menjadi
tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Untuk mewujudkan misi
ini perlu ditingkatkan perlibatan masyarakat dalam proses perencanaan
pembangunan. Perlibatan masyarakat dalam pembangunan juga dapat ditempuh
secara tidak langsung dengan menurunnya pengangguran dan meningkatnya

kualitas sumber daya tenaga kerja.

MISI. 7 Mewujudkan anggaran pendapatan dan belanja yang lebih mengutamakan
kesejahteraan masyarakat
Mengingat keterbatasan dalam sumber pendanaan, maka efisiensi anggaran
menjadi keabsahan yang tidak dapat dipungkiri. Oleh karena itu, menekankan
penggunaan anggaran pada sektor prioritas yang memiliki dampak besar terhadap
masyarakat perlu dimaksimalkan. Selain itu, untuk menguatkan struktur keuangan
daerah, perlu meningkatkan pendapatan asli daerah dan menguatkan kemampuan

belanja non-pegawai pada APBD.

12



B. PERJANJIAN KINERJA

Dalam upaya implementasi penjabaran visi dan misi Kota Mojokerto sebagaimana
yang sudah di tetapkan dalam RPJMD 2018-2023, Pemerintah Kota Mojokerto telah
membuat Perjanjian Kinerja tahun 2019 yaitu :

Tabel 2.1

Perjanjian Kinerja Tahun 2019

NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET
1 2 3 4
L Terwujudnya pengembangan Sistem Indeks SPBE 221
Pemerintah Berbasis Elektronik
5 Meningkatnya kualitas pelayanan Survei Kepuasan 80%
" |Informasi dan Komunikasi Publik Masyarakat

Untuk mencapai sasaran dan target kinerja yang telah ditetapkan tersebut, harus
didukung dengan program - program berikut :

1. Program pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa

2. Program Kerjasama Informasi dengan Mass Media

3. Program Pengembangan Data / Informasi / Statistik Daerah.

4

Program Sosialisasi Ketentuan Di Bidang Cukai
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BAB Il
AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas berasal dari istilah dalam bahasa Inggris accountability yang berarti
pertanggunganjawab atau keadaan untuk dipertanggungjawabkan atau keadaan untuk diminta
pertanggunganjawaban. Akuntabilitas kinerja terkait erat dengan instrumen untuk kegiatan
kontrol terutama dalam hal pencapaian hasil sehubungan dengan penggunaan anggaran
dengan kualitas dan kualitas terukur dan menyampaikannya secara transparan kepada
masyarakat .

Sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang
Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis
Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah, maka Pemerintah Kota Mojokerto membuat laporan kinerja tahunan yang
memberikan gambaran tingkat pencapaian target dari masing-masing indikator kinerja

sasaran yang telah diperjanjikan dalam Perjanjian kinerja Tahun 2019.

Perjanjian kinerja Tahun 2019 ditetapkan berdasarkan dokumen RPJMD 2018-2023
dengan memuat target indikator kinerja utama Pemerintah Kota Mojokerto.

Analisis dilakukan untuk mengenali faktor penyebab keberhasilan maupun kegagalan
pencapaian indikator kinerja utama, serta pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program yang
telah ditetapkan untuk mencapai sasaran dan tujuan tersebut.

Tabel 3.1

Pengukuran Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika
Kota Mojokerto 2019

SASARAN INDIKATOR | TARGET | REALISASI | cApAIAN
2019 2019 (%)
STRATEGIS
1 3 4 5 10 11
1 | Peningkatan Pengembangan | 1 | Indeks 2,21 3,31 %
Kualitas Sistem SPBE
Pelayanan Pemerintah
Publik Berbasis
Berbasis Elektronik
Teknologi
Informasi
Meningkatnya 1 | Nilai 80 87,93 109.9%
kualitas Survey
pelayan Kepuasan
informasi dan masyarakat
komunikasi (SKM)
publik
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A. ANALISIS CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Analisis tentang capaian tujuan strategis dan sasaran strategis yang ditetapkan dalam

dokumen Perjanjian kinerja pada Tahun 2019 disajikan per misi dalam uraian berikut:

Pengukuran capaian pelaksanaan pembangunan yang berupa Indikator Sasaran
pembangunan terhadap target hasil pembangunan dalam berapa tahun ditunjukkan dengan
besaran angka-angka yang bilamana digambarkan dengan grafik akan dapat dilihat pola atau
trend, apakah meningkat, menurun, ataukah konstan, atau dalam bahasa lain adalah sebagai
keberhasilan, kemajuan, stagnan, kemunduran, atau bahkan kegagalan kinerja Pemerintah

dalam melaksanakan pembangunan.

Namun pengukuran itu saja tidak cukup tanpa tahu apa makna atau deskripsi dari
semua kondisi itu, kondisi-kondisi tersebut perlu dianalisis dari pengukuran capaian
pelaksanaan pembangunan agar dapat diketahui hubungan permasalahannya untuk
diidentifikasi sebagai sebab akibat berupa faktor-faktor yang mempengaruhinya, mana yang
menjadi hambatan dan kendala untuk dijadikan feed back bagi perencanaan dan pelaksanaan

kinerja pada putaran atau periode waktu tahun berikutnya.

Keberhasilan atau kegagalan dari suatu sasaran bisa saja terjadi dalam proses waktu
yang tidak singkat, lebih dapat dipastikan lagi faktor yang mempengaruhinya tidak dapat

terjawab dalam waktu pengukuran akuntabilitas kinerja satu tahun.

Evaluasi bisa berupa perbandingan antar target, atau antar capaian dalam rentang
sekian tahun, ataupun antara capaian dengan target sampai dengan tahun 2018. Evaluasi
tersebut disertai dengan analisisnya agar tidak kehilangan makna, sehingga sebaliknya

bilamana tidak disertai dengan analisis akan kehilangan makna.

Tujuan Strategis
Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Teknologi

Informasi

Tujuan Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Mojokerto mempunyai dua
sasaran Strategis yaitu :
1. Pengembangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik ;
2. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Informasi Kepada
Masyarakat, hasil capaian kinerja dua sasaran strategis adalah sebagai
berikut
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Tabel 3.2

RIngkasan Capaian Sasaran Strategis 1

SASARAN DAN } 2017 | \‘ }
~ INDIKATOR !
SASARAN

[

2018 | ‘ 2019 ||

l | I
‘Target ‘Realisasi % ‘Target ‘Realisasi % [Target ‘Realisasi
} 3

R

Terwujudnya
Pelayanan
Publik
Berbasis
Teknologi
Informasi

1.1 | Indeks - - -
SPBE

Sejak Tahun 2003, Pemerintah telah menyadari pentingnya peranan SPBE untuk
mendukung semua sektor pembangunan. Upaya untuk mendorong penerapan SPBE telah
dilakukan oleh pemerintah dengan menerbitkan peraturan perundang-undangan sektoral
yang mengamanatkan perlunya penyelenggaraan sistem informasi atau SPBE. Kebijakan
pengembangan SPBE diinisiasi oleh Pemerintah dengan dikeluarkannya Inpres No. 3 tahun
2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan e-Gov. Kebijakan tersebut
memerintahkan kepada menteri, Kepala Lembaga dan Kepala Daerah untuk mengembangkan
SPBE sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangannya. Diikuti peraturan lainnya yaitu:

» UU 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang menghasilkan Sistem

Informasi dan Dokumentasi,

e UU 25/ 2009 tentang Pelayanan Publik menghasilkan Sistem Informasi Pelayanan

Publik,

e UU 43/2009 Kearsipan menghasilkan Sistem Informasi Kearsipan,
e UU 23/2014 Pemerintahan Daerah dimana produknya adalah Sistem Pembangunan

Daerah

Sejauh ini kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah telah melaksanakan SPBE
secara sendiri-sendiri atau sectoral atau yang lebih dikenal dengan istilah SILO. Pelaksanaan
SPBE ini menjalankan keseluruhan proses bisnis secara independen, sesuai dengan
kapasitasnya, dan mencapai tingkat kemajuan SPBE yang sangat bervariasi secara nasional.
Pembangunan SPBE di Kementrian, Lembaga dan Pemerintah Daerah berjalan sendiri sendiri.
Pembangunan SPBE seperti ini dapat berakibat kesulitan mengintegrasikan system. Di dalam
penyediaan jaringan komunikasi, tidak jarang juga, perangkat daerah melakukan pengadaan
internet sendiri sendiri. Selain masalah kurang efisien yang ditimbulkan, langganan internet sendiri

sendiri menyebabkan integrasi dan monitoring jaringan kurang diperhatikan.
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Dan point terakhir, yang sering sekali terjadi. Ketergantungan kepada pihak ke-3 yang
sangat besar, mengintegrasikan, memperbaiki ataupun mengembangkan system yang
seringnya lebih paham adalah pihak ketiga. Kondisi-kondisi yang terjadi tersebut dapat kita
simpulkan bahwa banyak terjadi pemborosan anggaran akibat terbangunnya silo-silo system

yang tidak terintegrasi.
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Gambar 1. Road map SPBE

SPBE bukan hanya berbicara tentang aplikasi atau software. Melainkan ada unsur
unsur lainnya yang harus kita perhatikan juga. Dibutuhkan Tata Kelola SPBE yang bertujuan
untuk memastikan terlaksananya pengaturan, pengarahan dan pengendalian dalam
penerapan unsur-unsur SPBE secara terpadu. Unsur — unsur SPBE ini meliputi :

1. Rencana Induk SPBE Nasional;
Arsitektur SPBE;
Peta Rencana SPBE,;
rencana dan anggaran SPBE;
Proses Bisnis;
data dan informasi;
Infrastruktur SPBE;
Aplikasi SPBE;
Keamanan SPBE; dan
10. Layanan SPBE

Koordinator pelaksanaan Unsur unsur SPBE di Tingkat Pusat berbeda beda. Begitu juga

© ©® N o g s~ D

di Daerah mengikuti peraturan yang telah ditetapkan. Bappeko bertanggung jawab terhadap unsur
Rencana Induk SPBE Nasional, Data dan Informasi. Bagian Organisasi bertanggung jawab
terhadap pelaksanaan Arsitektur SPBE, Peta Rencana SPBE, Proses Bisnis SPBE, Layanan

Administrasi Pemerintahan dan Layanan Publik berbasis elektronik. Dinas Komunikasi dan
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Informatika Kota Mojokerto bertanggung jawab terhadap Pusat Data terpadu, Jaringan Intra
Pemerintah, Sistem Penghubung Layanan Pemerintah, Aplikasi SPBE, Keamanan SPBE dan
Rencana dan Anggaran SPBE tanggung jawab dari BPPKA.

DINAS KOMUNIKASI DAM
INIONMALIRA
= PEMENINTAHN KOTA MOUIOKERTO

NILAI INDEKS SPBE Tahun 2018

1 4,2-50 Memuaskan Kota Mojokerto
2 3'5 —< 4,2 ' Sﬂ.Dg@t Baik Tahun 2018
3 3 6~<35 | Baik o 194

5 1-<1,8 Kurang

Gambar 2. Indeks SPBE

Nilai indeks yang merepresentasikan tingkat kematangan pelaksanaan SPBE
dikelompokkan berdasarkan predikat seperti tertera pada table tersebut. Nilai indeks SPBE Kota
Mojokerto pada tahun 2018 sebesar 1,94. Nilai kota Mojokerto ini masuk ke dalam kategori
Cukup.

Visi Kota Mojokerto adalah terwujudnya kota Mojokerto yang berdaya saing, Mandiri,
Demokratis, Adil, Makmur, Sejahtera dan Bermartabat. Visi ini dituangkan dalam RPJMD Kota
Mojokerto. Di dalam melaksanakan misi yang ke-3 yaitu mewujudkan Pemerintah Daerah
yang efektif, Demokratis, Bersih, Professional dan Adil dalam Melayani Masyarakat
diwujudkan melalui pelaksanaan Reformasi Birokrasi. Hal ini juga selaras dengan program
akselerasi pembangunan aparatur negara yang juga dilakukan dengan reformasi birokrasi
sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand
Design Reformasi Birokrasi 2010 - 2025 dengan 8 (delapan) area perubahan, yaitu penataan
dan pengelolaan pengawasan, akuntabilitas, kelembagaan, tata laksana, SDM aparatur,
peraturan perundang-undangan, pelayanan publik, dan pola pikir dan budaya kerja.

Secara khusus penerapan SPBE merupakan bagian dari area perubahan tata laksana
dimana penerapan sistem, proses, dan prosedur kerja yang transparan, efektif, efisien, dan
terukur didukung oleh penerapan SPBE. Di samping itu, secara umum SPBE mendukung
semua area perubahan sebagai upaya mendasar dan menyeluruh dalam pembangunan
aparatur negara yang memanfaatkan TIK sehingga profesionalisme aparatur sipil negara dan
tata kelola pemerintahan yang baik dapat diwujudkan.

Dalam rangka mewujudkan Reformasi birokrasi yang baik maka kita harus
meningkatkan indeks SPBE Kota Mojokerto. Nilai Indeks SPBE di tahun 2018 sebesar 1,94,
nilai ini dalam kategori cukup. Pada tanggal 31 Oktober 2019 telah dilaksanakan evaluasi

mandiri, berdasarkan data yang kita susun, perkiraan indeks SPBE yang kita peroleh sebesar
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3,31. Diharapkan pada evaluasi Nasional tahun 2020, nilai ini minimal bisa tetap
dipertahankan dan lebih baik lagi jika ada peningkatan lagi.

Pada Sasaran Strategis 2 dengan 1 (satu) indicator sasaran yakni “Survei Kepuasan
Masyarakat (SKM)”. Sesuai dengan Peraturan KEMENPAN RB No. 14 Tahun 2017 tentang
Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat yang dimaksud dengan Survey
Kepuasan Masyarakat kategori baik adalah Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) dengan
rentang nilai 76,61 — 88,30. Dan berikut adalah capaian kinerja dari Survei Kepuasan
Masyarakat yang dilakukan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Mojokerto :

Tabel 3.3
RIingkasan Capaian Sasaran Strategis 2

SASARAN DAN ‘ 2016 2018 2019
~__INDIKATOR SASARAN | \ \

Realisasi % Target  [Realisasi % Target |Realisasi ‘

109,9%

‘ 10

2 | Peningkatan Kualitas
Pelayanan  Informasi
dan Komunikasi Publik

2.1 | Nilai Survey 80% 68,3% 85% 80% 76,6% 96%
Kepuasan
Masyarakat
(SKM)

Sasaran Strategis Indicator prosentase survey kepuasan masyarakat adalah 80%,
target ini pada tahun 2019 dapat dicapai dengan realisasi mencapai 87,93%. Nilai 87,93
merupakan rata-rata dari hasil perhitungan dari 9 elemen yang menjadi tolak ukur pelayanan
mulai dari SOP (Standar Operasional Prosedur) sampai dengan Sarana dan Prasarana. Dari
survey tersebut dapat diketahui bahawa nilai tertinggi terdapat pada poin “Biaya” yang
mencapai 98,29 (Sangat Baik) dan poin terendah yang nantinya akan menjadi fokus
pembenahan pada poin “ Waktu Pelaksanaan ” dengan nilai 84,30 yang masih dalam kategori
“baik”. Untuk meningkatkan pelayanan publik agar sesuai dengan keinginan masyarakat
sehingga nilai survey kepuasan masyarakat baik selain mendapatkan asistensi dengan
Bagian Organisasi Sekretariat Kota Mojokerto, Dinas komunikasi dan Informatika Kota
Mojokerto melakukan fasilitasi dan asistensi penyusunan :

1. Koordinasi dengan bidang-bidang dan sekretariat yang ada di Dinas Komunikasi dan
Informatika Kota Mojokerto.

2. Menyebarkan kuesioner Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik
Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Mojokerto pada kegiatan yang dilaksanakan
pada masing-masing bidang dan secretariat yang bersingungan langsung dengan
masyakarat seperti Telecenter, Telencenter Mobile dan buku data statistik yang
menyajikan data statistik berbagai hal mulai dari ekonomi, pembangunan dan budaya
seputar Kota Mojokerto.
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3. Melakukan rekap dan pengukuran data hasil survey pada pelayanan yang dilakukan
Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Mojokerto.

Dalam rangka perbaikan pelayanan publik, Dinas Komunikasi dan Informatika Kota
Mojokerto. juga senantiasa terus melakukan inovasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan
publik di Kota Mojokerto.

B. REALISASI ANGGARAN

Sebagaimana termuat dalam perjanjian kinerja Pemerintah Kota Mojokerto, bahwa dalam
rangka pencapaian sasaran strategis diperlukan anggaran, yang realisasinya dapat dilihat

pada tabel berikut ini :

Tabel 3.4

REALISASI ANGGARAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KOTA MOJOKERTO
TAHUN ANGGARAN 2019

SASARAN )
STRATEGIS PROGRAM ANGGARAN REALISASI %
2 3 4 5 6
PROGRAM PENGEMBANGAN
KOMUNIKASI, INFORMASI DAN
MEDIA 3.169.084.480,- | 2.795.528.939,- 88.21%
MASSA
Pengembangan Pembinaan dan Pengembangan
Sistem Pemerintah | J2n%an . 1.420.0000.000,- |  1.372.577.042|  96.66%
A .| Komunikasi dan Informasi
Berbasis Elektronik
Meningkatnya
Kualitas Pelayanan | Pembinaan dan Pengembangan
Diseminasi Sumber . 220.967.900,- |  112.614.177( 50.96%
. Daya Komunikasi dan Informasi
Informasi kepada
Masyarakat
Meningkatnya
Kualitas Pelayanan | Program Pembinaan dan
. — Pengembangan [
D|sem|na_15| Kualitas Pelayanan Informasi Publik 193.618.270,- 184.286.794,- 95.18%
Informasi kepada
Masyarakat
Meningkatnya
Kualitas Pelayanan - .
Diseminasi Pendidikan Kemasyarakatan Produktif | 155 813830 - | 110.814.950,{ 93.01%
’ . Melalui Pembangunan Telecenter
Informasi kepada
Masyarakat
Pengembangan
Sistem Pemerintah | Penyelenggaran LPSE 275.000.000,- 132.174.265,- 48.06%
Berbasis Elektronik
Pengembangan . .
Sistem Pemerintah | Penyediaan Layanan Hosting dan 234.317.500,-|  220.003.382. 94.28%
A .| Colocation
Berbasis Elektronik
Pengembangan .
Sistem Pemerintah | K€giatan Pengembangan dan 611.107.930,- | 571.352.883,| 93.49%
. . | Pemeliharaan Jaringan TIK
Berbasis Elektronik
Peningkatan
kualitas Pengamanan Data Informasi dan
pelayanan informasi Persandian 85.259.050,- 81.805.446,- 95.95%
kepada masyarakat
PROGRAM KERJASAMA INFORMASI ) | o
DENGAN MASS MEDIA 1.328.975.500, 793.468.181, 59.71%
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Peningkatan kualitas |[Penyebarluasan Informasi Pembangunan

pelayanan informasi Melalui Media Cetak dan Elektronik 689.846.500, 293.064.181 85.97%

kepada masyarakat !

Peningkatan kualitas | Penyebarluasan Informasi Pembangunan

pelayanan informasi Melalui Media Luar Ruang 255.000.000,- 0,- 0%

kepada masyarakat

Peningkatan kualitas | Penyebarluasan Informasi Pembangunan

pelayanan informasi Melalui Media Tatap Muka dan Mobile 384.129.000,- 200.404.000,- 52.17%

kepada masyarakat

PROGRAM PENGEMBANGAN ] i o

3 DATA/INFORMASI/STATISTIK DAERAH 879.584.550, 378.561.714, 99.73%

Pengembangan

Sistem Pemerintah |Penyusunan Daerah Dalam Angka 126.930.550,- 126.920.664,- 99.99%

Berbasis Elektronik

Pengembangan

Sistem Pemerintah |Penyusunan ICOR dan ILOR 82.988.000,- 82.982.850 99.99%

Berbasis Elektronik

Pengembangan

Sistem Pemerintah |Penyusunan Indeks Gini 83.990.200,- 82.990.200,- 99.81%

Berbasis Elektronik

Pengembangan

Sistem Pemerintah | Fenyusunan Indeks Kemahalan 85.675.800, - 85.668.000,-|  99.99%

. ) Konstruksi (IKK)
Berbasis Elektronik
PROGRAM SOSIALISASI KETENTUAN o
4 DI BIDANG CUKAI 150.000.000, 69,662.700, 46,44%
. ) Penyampaian informasi ketentuan
Peningkatan kualitas | peraturan perundang undangan di bidang
pelayanan informasi 150.000.000,- 69,662.700,- 46,44%

kepada masyarakat

cukai kepada masyarakat dan/atau
pemangku kepentingan

C. PERBANDINGAN CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN

Indikator Kinerja Utama Prosentase Pencapaian Dinas Komunikasi dan Informatika

Kota Mojokerto yang tepat Ukuran didukung oleh kegiatan sebagaimana dalam tabel berikut :

Tabel 3.5
Capaian Anggaran Berdasarkan Indeks SPBE

NO. KEGIATAN APBD (Rp) REALISASI (Rp) %
Pembinaan dan
1. Pengembangan Jaringan 1.420.000.000,- 1.372.577.042,- 96,66%
Komunikasi dan Informasi
2. Penyelenggaran LPSE 275.000.000,- 132.174.265,- 48,06%
Penyediaan Layanan Hosting
3. dan Colocation 234.317.500,- 220.903.382,- 94,28%
Kegiatan Pengembangan dan
4, Pemeliharaan Jaringan TIK 611.107.930,- 572.741.128,- 93,49%
JUMLAH TOTAL 2.540.425.430,- 2.297.007.572,- 90,42%

Indikator Kinerja Utama Prosentase Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Pelayanan
Informasi dan Komunikasi didukung oleh kegiatan sebagaimana dalam tabel berikut :
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Capaian Anggaran Berdasarkan IKU Presentase Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)

Tabel 3.6

Pelayanan Informasi dan Komunikasi

NO. KEGIATAN APBD (Rp) REALISASI (Rp) %
Pembinaan dan
1 pengembangan sumber daya 220.967.900 112.614.177 50,96%
komunikasi dan informasi
Program pembinaan dan
2 pengembangan kualitas 193.618.270 184.286.794 95,18%
pelayanan informasi publik
Pendidikan kemasyarakatan
3 produktif melalui 128.813.830 119.814.950 93,01%
pembangunan telecenter
Penyebarluasan informasi
4 pembangunan melalui media 689.846.500 593.064.181 85,97%
cetak dan elektronik
penyebarluasan informasi
5 pembangunan melalui media 255.000.000 - 0,00%
luar ruang
Penyebarluasan informasi
6 pembangunan melalui tatap 384.129.000 200.404.000 52,17%
muka dan mobile
Penyampaian informasi
ketentuan peraturan
7 perundang undangan di 150.000.000 69.662.700 46,44%
bidang cukai kepada
masyarakat
Pengamanan Data Informasi
8 dan Persandian 85.259.050 81.805.446 95,95%
9 zﬁgzgsuna” Daerah dalam 126.930.550 126.920.664 | 99,99%
10 penyusunan ICOR dan ILOR 82.988.000 82.982.850 99,99%
11 Penyusunan Indeks Gini 83.990.200 82.990.200 98,81%
Penyusunan Indeks
12 Kemahalan Konstruksi (IKK) 85.675.800 85.668.000 99,99%
JUMLAH TOTAL 2.487.219.100 1.740.213.962 69,97%

Sebagaimana termuat dalam perjanjian kinerja Pemerintah Kota Mojokerto, bahwa dalam

rangka pencapaian sasaran strategis diperlukan anggaran, yang realisasinya dapat dilihat

pada tabel berikut ini :
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Tabel 3.7

Perbandingan capaian kinerja dan anggaran tahun 2019

CAPAIAN REALISASI CAPAIN
NO SASARAN STRATEGIS KINERJA ANGGARAN EFISIEN
Pengembangan Slstem Pemerlntahan 149% 90,42% 58.58%
Berbasis Elektronik
Menmgka}tnya kuahtas_ pel_ayanr_;m 109,9% 69.97% 40%
Informasi dan Komunikasi Publik

Anggaran yang efisien adalah jika capaian kinerjanya lebih besar dari capaian

anggarannya, Sehingga dapat disimpulkan dari 2 (dua) sasaran strategis pada Dinas

Komunikasi dan Informatika telah terwujud efisiensi anggaran dengan realisasi anggaran yang

tidak memenuhi prosentase namun dapat menghasilkan kinerja yang melebihi target tahun

anggaran.

D. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumberdaya

Sebagaimana telah dijelaskan pada uraian diatas,

Efisiensi

Penggunaan

Sumberdaya pada Dinas Komunikasi dan Informatika kota Mojokerto Tahun 2019 meliputi :

a. Sumber Daya Keuangan

Dalam upaya untuk mencapai sasaran strategis sesuai dengan Indikator Kinerja

Utama ( IKU ) ke - 1 : Peningkatan Indeks SPBE, Efisiensi penggunaan anggaran

Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Mojokerto Tahun 2019 sebesar 9,58 %, yaitu

dari pagu anggaran sebesar Rp. 2.540.425.430,- realisasi sebesar
2.297.007.572,- dengan demikian mengalami efisiensi sebesar Rp. 243.417.858,-

Sedangkan untuk mencapai Indikator Kinerja Utama ( IKU) ke-2: Indeks Kepuasan

Masyarakat, Efisiensi penggunaan anggaran sebesar
anggaran sebesar Rp. 2.487.219.100,-

dengan realisasi sebesar

: 30,03 %

Rp.

dari pagu

Rp. 1.740.213.962,- dengan demikian mengalami efisiensi anggaran sebesar

Rp. 747.005.138,-
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b. Sumber Daya Sarana dan Prasarana Komunikasi

Efisiensi dalam penggunaan sarana dan prasarana antara lain dapat dilihat dari:

Pemanfaatan sarana teknologi informasi dan komunikasi untuk pengumpulan Data
dan pengelolaan Informasi ( Satu Data Kota Mojokerto, Telecenter, Gema Media,
Website Kota Mojokerto, dll ) sehingga penyampaian informasi dapat dilaksanakan
secara terpusat dan terpadu di bidang Pelayanan Informasi dan Komunikasi Dinas

Komunuikasi dan Informatika Kota Mojokerto.

Dalam pengelolaan keamanan informasi dan persandian berbasis IT, menggunakan
metode enkripsi yang dikembangkan sendiri pada semua aplikasi dan peralatan
jaringan komputer. Hal ini dilakukan untuk menghemat biaya yang harus dikeluarkan

bila menggunakan pihak ketiga.

Karena terbatasnya tenaga pengelola data dan statistik pada Dinas Komunikasi dan
Informatika Kota Mojokerto, , maka untuk operator website satikomo ( Satu Data
Indonesia  Kota Mojokerto ) melibatkan semua OPD Kota Mojokerto untuk

menugaskan salah satu personilnya sebagai operator/ entry data.

Tabel. 3.8

Daftar Jaringan WIFI Garatis

Yang Terintegrasi pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Mojokerto

Akses Point di sekretariat

Badan Kepegawaian Daerah

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Badan Penelitian dan Pengembangan

Badan Perencanaan Pembangunan

R R R e

[eNieoNiely e

Rk R e

Badan Pendapatan, Pengelola
Keuangan dan Aset

Bagian Kesejahteraan Rakyat

Bagian Pembangunan

Bagian Pemerintahan

Bagian Perekonomian

Bagian Hukum

Bagian Humas dan Protokol

PR R Rk Rk

Ok |k |k |k k|-

Rk R R, Rk
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13

Bagian Organisasi

14

Bagian Umum

15

Dinas Kependudukan dan Pencatatan
Sipil

16

Dinas Kesehatan

17

Dinas Ketahanan Pangan dan
Pertanian

18

Dinas Komunikasi dan Informatika

12

19

Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan
Tenaga Kerja

20

Dinas Lingkungan Hidup

21

Dinas Pekerjaan umum dan Penataan
Ruang

22

Dinas Pemberdayaan Perempuan,
Perlindungan anak dan Keluarga
Berencana

23

Dinas Pemuda, Olah Raga,
Kebudayaan dan Pariwisata

=

24

Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu

25

Dinas Pendidikan

26

Dinas Perhubungan

27

Dinas Perindustrian dan Perdagangan

28

Dinas Perpustakaan dan Arsip

RPN R

olr|~N|Oo|r

S

29

Dinas Perumahan dan Kawasan
Pemukiman

30

Dinas Sosial

31

Inspektorat

32

Satuan Polisi Pamong Praja

33

RSUD Dr. Wahidin Sudiro Husodo

Rk R R e

34

Jaringan radio di GEMA

35

Kecamatan Magersari

=

36

Kecamatan Prajuritkulon

37

Kecamatan Kranggan

Rk (R ke

R NR(NIRP R, PR

38

Ruang Asisten

39

Ruang Perpus Hukum

40

Ruang Sekretaris Daerah

41

Ruang Staf Ahli

42

Ruang Wakil walikota

43

Ruang walikota

44

Sekretariat DPRD

Rk R R RR(RPRRIRPRIRPRIRIRPIR|IR R R

45

Graha Praja

46

Ruang Nusantara

RlRr RPN RPRRPRIRPRP[RPIRPRIRPRIRPIRPRR[R|IRLR PO

47

GMSC

59

21

103

70

45

36

46

18 Titik Kelurahan di Pemerintah Kota
Mojokerto

KELURAHAN KEDUNDUNG

VPN
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47 | KELURAHAN WATES 1
48 |KELURAHAN BALONGSARI 1
49 KELURAHAN GEDONGAN
KELURAHAN GUNUNG GEDANGAN
50 1
51 | KELURAHAN MAGERSARI 1
52 | KELURAHAN BLOOTO 1
53 [KELURAHAN MENTIKAN 1
54 KELURAHAN KAUMAN 1
55 KELURAHAN PULOREJO 1
56 |KELURAHAN PRAJURITKULON 1
57 KELURAHAN SURODINAWAN 1
58 KELURAHAN MIJI 1
59 |KELURAHAN JAGALAN 1
60 [KELURAHAN KRANGGAN 1
61 KELURAHAN MERI 1
62 KELURAHAN SENTANAN 1
63 |KELURAHAN PURWOTENGAH 1
Tabel. 3.9
Daftar Aplikasi Layanan Publik di Kota Mojokerto
Nama Aplikasi/ Website Layanan
No Publik Sifat/ Jenis Terintegrasi Penanggung Jawab
1 |bappeko.mojokertokota.go.id Informasi Tidak Bappeko
2 e-musrenbang.mojokertokota.go.id Interaksi Ya Bappeko
3 |bkd.mojokertokota.go.id Informasi Tidak BKD
4 |simpetel-dppka.mojokertokota.go.id Interaksi Tidak BPPKA
5 |Sismiop Informasi Ya BPPKA
6 (cekPBB Informasi Ya BPPKA
7 |bkbpp.mojokertokota.go.id Informasi Tidak BKBPP
8 |dispenduk.mojokertokota.go.id Informasi Tidak DISPENDUK
9 |gemilang Interaksi Ya DISPENDUK
10 pakmo Interaksi Ya DISPENDUK
11 diknas.mojokertokota.go.id Informasi Tidak DIKNAS
12 dinkes.mojokertokota.go.id Informasi Tidak DINKES
13 |gayatri.mojokertokota.go.id Interaksi Ya DINKES
14 diskopnaker.mojokertokota.go.id Informasi Tidak DISKOPNAKER
15 dinsos.mojokertokota.go.id Informasi Tidak DINSOS
16 bantuan.mojokertokota.go.id Interaksi Ya DINSOS
17 disporabudpar.mojokertokota.go.id/ Informasi Tidak DISPORABUDPAR
18 diskominfo.mojokertokota.go.id/ Informasi Tidak DISKOMINFO
19 ppid.mojokertokota.go.id/ Informasi Tidak DISKOMINFO
20 |curhatningita.lapor.go.id/ Interaksi Ya DISKOMINFO
21 |dishub.mojokertokota.go.id/ Informasi Tidak DISHUB

26




22 SiManja Kerto Informasi Tidak DISHUB

23 |SiManis Kerto Informasi Tidak DISHUB

24 |Siimut Kerto Interaksi Ya DISHUB

25 |dlh.mojokertokota.go.id/ Informasi Tidak DLH

26 dpmptsp.mojokertokota.go.id/ Informasi Tidak DPMPTSP
27 |Simojo Interaksi Ya DPMPTSP
28 dpupr.mojokertokota.go.id/ Informasi Tidak DPUPR

29 |dekranasda.mojokertokota.go.id Informasi Tidak DISPERINDAG
30 dpkp.mojokertokota.go.id/ Informasi Tidak DKP

31 |inspektorat.mojokertokota.go.id Informasi Tidak INSPEKTORAT
32 wbs.mojokertokota.go.id Interaksi Tidak INSPEKTORAT
33 |dprd.mojokertokota.go.id/ Informasi Tidak DPRD

34 |siLancar.mojokertokota.go.id/ Informasi Tidak UPBJ

35 |Ipse.mojokertokota.go.id Interaksi Tidak UPBJ

36 |jdih.mojokertokota.go.id/ Informasi Ya BAGIAN HUKUM
37 Revanol Interaksi Ya RSU

38 Mojokertokota.go.id Informasi ya DISKOMINFO
39 Satikomo.go.id Informasi ya DISKOMINFO

c. Sumberdaya Manusia

Jumlah pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Mojokerto sampai dengan bulan

Juli 2019 berjumlah 65 orang. Berdasarkan jumlah tersebut, 30 orang atau 46.15%
berstatus PNS dan 35 orang atau 53.85% berstatus Non PNS.

Berdasarkan tingkat pendidikan pegawai yang berstatus PNS pada Dinas Komunikasi

dan Informatika menunjukkan 20 orang atau 76.67%

PNS

yang

menamatkan

pendidikannya sampai dengan tingkat kesarjanaan (D.lll hingga S2), sedangkan 10

orang atau 33.33% PNS memiliki pendidikan non kesarjanaan (D.ll hingga SD).

Data pegawai diatas dapat dijabarkan dengan tabel seperti berikut ini:

a. Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan :

Tabel 3.10

Tingkat Pendidikan Pegawai (PNS) Diskominfo

NO. PENDIDIKAN JUMLAH
1 |Strata 2 (S2) 9
2 |Strata 1 (S1) 10
3 Diploma 3 (D3) 1
4 Diploma 2 (D2) -
5 Diploma 1 (D1) -
5 Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) 10

6 Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP)

7 Sekolah Dasar (SD)
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‘ ‘ JUMLAH 30

Sumber Data : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Diskominfo

b. Jumlah Pegawai Berdasarkan Status Kepegawaian

Tabel 3.11
Posisi dan Status Kepegawaian

PNS Tenaga Jumlah
Kontrak
1 | Kepala Dinas 1 - 1
2 | Sekretariat 7 - 7
3 | Bidang Pelayanan Informasi dan 9 - 9
Komunikasi
4 | Bidang Aplikasi dan Infrastruktur 4 - 4
Informatika
5 | Bidang Persandian dan Data 5 - 5
Statistik
6 | Pranata Humas (Fungsional) 4 - 4
7 | Tenaga Administrasi - 9 9
8 | Sopir - 1 1
9 | Petugas Keamanan - 2 2
10 | Petugas Kebersihan - 2 2
11 |Pelayanan Telecenter - 4 4
12 | Penyiar Radio - 5 5
13 |Reporter - 2 2
14 Video Editor - 3 3
15 | Jurnalis - 2 2
16 |Programer - 3 3
17 | Sys Admin Server - 1 1
18 | Administrator Network - 1 1
JUMLAH 30 35 65

Pada dasarnya jumlah PNS di Dinas Kominfo masih belum/kurang memadai terhadap
kebutuhan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi kedinasan khususnya di luar urusan
administrasi perkantoran dan Kketatausahaan, seperti Tenaga |IT, perencanaan,
pengendalian dan evaluasi. Dengan kondisi yang seperti ini maka kebutuhan akan
peningkatan kompetensi di Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Mojokerto sangat
diperlukan. Peningkatan kompetensi ini bisa berbentuk tugas belajar jenjang pendidikan

yang lebih tinggi, maupun pelaksanaan pelatihan teknis dan fungsional.
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BAB IV
PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LK|IP) disusun sebagai bentuk
pertanggungjawaban Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Mojokerto,
berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan pada tahun 2019 sebagai

bahan pengambilan keputusan dalam perencanaan tahun berikutnya.

A. KESIMPULAN
Beberapa masalah yang menjadi perhatian bagi Dinas Komunikasi

dan Informatika adalah sebagai berikut :
Bidang APIKA

1. Kekurangan tenaga yang membantu administrasi dan monitoring di seksi
infrastruktur.
Seksi Data Statistik

2. Terbatasnya data pada OPD yang mendukung pelaksanaan kegiatan
SATU DATA INDONESIA

3. Terbatasnya SDM yang menangani data pada OPD

4. Kurangnya koordinasi internal di dalam OPD pengampu data terkait
penghimpunan dan pengarsipan data yang mendukung terkumpulnya data.

B. UPAYA PERBAIKAN
Adapun upaya perbaikan untuk pemecahan masalah Dinas

Komunikasi dan Informatika adalah sebagai berikut :
Bidang APIKA

1. Kekurangan tenaga yang membantu administrasi di seksi infrastruktur.
Administrasi dirangkap di PPTK. PPTK menambah waktu bekerja..
Seksi Data Statistik

2. Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Mojokerto yang bertindak sebagai
wali data Kota Mojokerto melalui Seksi Data Statistik secara aktif
melakukan koordinasi denga OPD terkait kebutuhan data

3. Melakukan jemput bola dan selalu pro aktif dalam melakukan pemecahan
masalah terkait pengumpulan data

4. Melakukan diskusi secara berkala dan membuat standarisasi data untuk
memudahkan dalam pengarsipan data
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Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Komunikasi
dan Informatika Kota Mojokerto yang menggambarkan capaian kinerja tiap — tiap
tujuan dan sasaran pada tahun 2019 dalam mendukung pencapaian Visi dan Misi
Kota Majokerto.

481 DAN INFORMATIKA

~ 2> ‘

[ .A’.It_‘ .‘.‘.l"!;'o .
S hiatit=rha Muda
19680206 199301 1 002
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PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen Pemerintahan yang efektif, transparan
dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini -

Nama : GAGUK TRI PRASETYO, ATD, MM
Jabatan : Pit. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Mojokerto
Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : IKA PUSPITASARI, S.E.
Jabatan 2 Walikota Mojokerto
Selaku atasan langsung dari PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya
sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah
seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung
jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan
melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil
tindakan yang diperiukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Majokerta, September 2019

IKA PUSPITASARI S.E.

Pembina Utama Muda
NIP. 18680206 199301 1 002
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- PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2019
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA MOJOKERTO

indikator Kinerja | Target

| Terwujudnya pengembangan Sistem | Indeks SPBE

Pemerintah Berbasis Elektronik.

Meningkatnya Kualitas Pelayanan Nilai SKM Pelayanan Informasi 80 %.
Informasi dan Komunikasi Publik dan Komunikasi

No. |

" broaram | Anggaran | Efisiensi |

1

. WP'mgram Paningkatan- Saran'a 'dan- Prasarana

3

e e e S AU S _._.-...._..-...-_._I.-.\...

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.036.475.845,- 0

—

Aparatur 392.096.910,- 0

Pogram Peningkatan Disiplin Aparatur 31.662.050,- 1] |

|
i
|

Program Peningkatan Pengebangan Sistem | 4. 400 a5 0

iFrogram Pengembangan Data / Informasi /
| Statistik Daerah

Program Pengembangan 'Komunﬂ(as-i. Informasi
J dan Media Massa

[
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan E
) 379.584.550.- 0

3.169.084.480.-

‘Tpmgra:m' Kerjasama Iﬁfﬂr masi dengan Mass r— _Q

5
L]
1

Program Peningkatan SDM Bidang Komunikasi
dan Informasi |

1.328.975.500,- |

i

Media

T . ’ - SUS———

Program Sosialisasi Ketentuan Bidang Cukai 150.000.000,- ‘ 4]

|
|

|
6.524.979.185,- 0
{ i

1

Jumlah

L - N ——

Mojokerto, September 2019

" PIHAK PERTAMA,

IKA PUSPITASARI, S.E.

/7" Pembina Utama Muda
7 NIP. 19680206 199301 1 002
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